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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Menimbang

Mengingat

KETAHANAN EKONOMI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Ketahanan Ekonomi, diperlukan Tim yang melakukan tugas
Koordinasi, Pengawasan dan Pelaporan dalam Pengawasan
dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi yang sekarang ini
terkait adanya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta
pemulihan ekonomi dalam meningkatkan suplai pangan di
Pasar-pasar sehingga harga terjangkau, serta penekanan
terjadinya inflasi yang ada di Kabupaten Tabalong, maka
perlu dibentuk Tim Kegiatan Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Ketahanan Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun
2021;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4286);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);




P!

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pengamanan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 178), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
256);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-
DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern;

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 20 Tahun 2012
tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor 02);




Menetapkan
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016
Nomor 05, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);

17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Tabalong {Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019
Nomor 44);

18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Ketahanan Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2021
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membantu Kepala Daerah melaksanakan koordinasi
dengan Instansi terkait dalam rangka mengetahui dan
memantau perkembangan dan gejolak harga yang terjadi di
Pasar;

b. menerima dan menganalisa laporan tentang Informasi
Masyarakat berkenaan dengan ketersediaan pangan dan
tingkat harga di Pasar;

c. meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu
kenaikan harga barang di Pasar;

d. menyelenggarakan rapat Koordinasi dengan Intansi terkait;
dan

e. memfasilitasi Tim untuk kegiatan memantau dan
mengawasi perkembangan atau kenaikan harga barang di
Pasar.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana
tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.




KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal | feyrumi 303

BUPATI TABALONG,

dLANANG SYAKHFIANI A‘\

Tembusan Kepada Yth:

I.
2.

3.

Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tabalong di Tanjung

Anggota Tim yang bersangkutan




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 082 /2021
TANGGAL 1) Wyrvary pop0

SUSUNAN TIM KEGIATAN MONITORING EVALUASI DAN
PELAPORAN KETAHANAN EKONOMI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO.

JABATAN DALAM JABATAN DALAM KET
DINAS TIM

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ketua
Kabupaten Tabalong

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Wakil Ketua
Kabupaten Tabalong

Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Sekretaris
Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong

Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Anggota
Politik Kabupaten Tabalong

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Anggota
Tabalong

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Anggota
Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Tabalong

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Anggota
Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Tabalong

Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Anggota
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Tabalong

Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Angpgota
Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Tabalong

10.

Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Anggota
Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Tabalong

11,

Staf Kasubid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Anggota
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tabalong

12.

Staf Kasubid Ketahanan Ekonomi, Scsial Budaya Anggota
dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Tabalong

13.

Staf Bidang Pengadministrasi Perencanaan dan Anggota
Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Tabalong
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